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P U T U S A N

Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Negeri  Simalungun yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Roma Juli Sangkot Manurung, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta

tanggal 12 Juli 1983, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal

di Jl. Angsana I No. 32, Desa Nusa Harapan, Kecamatan Siantar,

Kabupaten  Simalungun,  Prov.  Sumatera  Utara.  Dalam  hal  ini

memberi  kuasa  kepada  Mobby  Viyata  Manik,  SH  dan  Probo

Pribadi  S.M,  SH  masing  masing  advokat  dari  kantor  hukum

Advokat - Konsultan Hukum Mobby Viyata Manik, SH dan Rekan

berkedudukan di jalan Cengkeh 3 no. 13, Desa Lestari Indah, Kec.

Siantar,  Kab.  Simalungun  sebagaimana  dalam  Surat  Kuasa

Khusus tanggal   Agustus 2024, selanjutnya dalam hal ini disebut

sebagai Penggugat;

                      Lawan

Frans Sanggul Jakobus Sinaga, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sei Piring

tanggal 05 Februari 1980, Kewarganegaraan Indonesia, Agama

Kristen, Jl. Angsana I No. 32, Desa Nusa Harapan, Kecamatan

Siantar,  Kabupaten  Simalungun,  Prov.  Sumatera  Utara,

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas surat-surat dalam berkas ini;

Setelah  membaca bukti  surat  yang  diajukan  para  pihak  di

persidangan; 

Setelah  mendengar  keterangan  Saksi-Saksi  yang  diajukan

Penggugat di persidangan;          

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA
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Menimbang,  bahwa Penggugat  dengan Surat  Gugatannya tanggal

26  Juli  2024,  yang  diterima  dan didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Negeri  Simalungun tanggal  30  Juli  2024,  dalam Register  Nomor

99/Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dalil-dalil dari Gugatan Perceraian yang diajukan

oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara

keagamaan Kristen dan telah diberkati di gereja Katolik ST. PETRUS &

PAULUS  PERUMNAS  pada  Tanggal  8  Juli  2002,  sehingga  dengan

demikian,  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tersebut

adalah sah secara hukum positif  Indonesia  sebagaimana dikehendaki

Pasal  2  UU  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  berbunyi

“Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing  -

masing agamanya dan kepercayaannya itu,”

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Telah dicatatkan oleh

Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dengan  nomor  1208-KW-

08062015-0053, tertanggal 15 Juni 2015 ; 

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua  Tergugat  di  daerah  Kisaran,  kemudian  Penggugat  dan  Tergugat

pindah  ke  rumah orang  tua  Penggugat  di  kota  Pematangsiantar,  dan

akhirnya  Penggugat  dan  Tergugat  memutuskan  untuk  hidup

mandiri/manjae dan tinggal di salah satu rumah milik orang tua Tergugat

yang berada di Jl. Angsana I no. 32, Desa Nusa Harapan, Kecamatan

Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ;

4. Bahwa  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  berjalan  dengan  baik  dan

harmonis sebagaimana pasangan suami – istri pada umumnya ;

5. Bahwa atas perkawinan antara penggugat dan tergugat, telah diberkati 3

(tiga) orang anak, yaitu  ;

1 Nama : Jawe Anugrah Sinaga

Tempat/Tgl Lahir : P. Siantar/30 Mei 2003

Jenis Kelamin : Laki – laki

2 Nama : Jere Ifanka Sinaga
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Tempat/Tgl Lahir : P. Siantar/08 Juni 2007

Jenis Kelamin : Laki – laki 

3 Nama : Jelita Anggriani Sinaga

Tempat/TglLahir : P. Siantar/02 Februari 2010

Jenis Kelamin : Perempuan

6. Bahwa pada sekitar tahun 2006 hubungan penggugat dan tergugat mulai

tidak harmonis semenjak Penggugat  dan Tergugat  memutuskan untuk

pindah ke rumah milik orang tua Tergugat yang berada di Jl. Angsana I

no.  32,  Desa  Nusa  Harapan,  Kecamatan  Siantar,  Kabupaten

Simalungun, Sumatera Utara ;

7. Bahwa yang menjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah

Tergugat selalu merendahkan Penggugat dengan cara selalu mengusir

Tergugat dari rumah, karena rumah tempat tinggal antara Penggugat dan

tergugat adalah milik orang tua Tergugat ;

8. Bahwa keributan juga terjadi  setiap kali  Penggugat  memintakan uang

belanja kepada Tergugat, padahal Tergugat adalah seorang supir angkot

dimana angkot tersebut adalah angkot milik sendiri, bukanlah milik orang

lain ;

9. Bahwa  tergugat  juga  selalu  marah  jika  Penggugat  terlambat  pulang

bekerja,  dimana  Penggugat  bekera  sebagai  buruh  harian  lepas  di

Katering milik orang lain, dan jam kerjanya tidak menentu;

10. Bahwa  jika  tergugat  sedang  marah,  tergugat  tidak  segan-segan

melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan penggugat sudah sering

sekali  menjadi  korban atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

yang dilakukan oleh Tergugat ;

11. Bahwa selain melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat juga

sering  melakukan  kekerasan  terhadap  anak-anak  penggugat  dan

tergugat ;

12. Bahwa puncak permasalahan anatara Penggugat  dan tergugat  terjadi

pada  tahun  2018,  dimana  tergugat  melakukan  kekerasan  terhadap

Tergugat,  dan  Penggugatpun  melaporkan  perbuatan  Tergugat  kepada

Kepala Lingkungan tempat  tinggal  Penggugat  dan Tergugat,  sehingga
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Penggugat  dan Tergugat  di  mediasi  di  kantor  Kepala Desa setempat,

dimana hasil mediasinya, Penggugat beserta anak-anak dari penggugat

dan Tergugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat ;

13. Bahwa pada bulan November 2021, Penggugat dan Tergugat membuat

dan menandatangani surat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat

sepakat untuk berpisah secara baik-baik ;

14. Bahwa semenjak Penggugat  dan Tergugat  berpisah pada tahun 2018

sampai tahun gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak

pernah lagi bertemu dan tidak pernah lagi berkomunikasi ;

15. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas

sudah tidak  harmonis lagi  dikarenakan sering terjadinya pertengkaran

dan sudah tidak 1 rumah lagi sejak Tahun 2020 sampai dengan saat ini

maka sesuai dengan pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah no. 19

Tahun  1975,  maka  Pengadilan  Negeri  Pematangsiantar  dapat

memutuskan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena

perceraian ;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah

tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa, dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin lagi tercapai dan

oleh  karena  itu  jalan  satu-satunya  dalam  upaya  menyelamatkan

kehidupan  yang  baik  antara  PENGGUGAT  dan  TERGUGAT  adalah

dengan putusnya pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 09

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan “gugatan Perceraian

karena  alasan  tersebut  dalam  pasal  19  huruf  F  diajukan  kepada

Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, dan domisili Tergugat berada

di  wilayah  hukum  Pengadilan  Simalungun,  maka  gugatan  perceraian

diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat” maka sudah

tepatlah  penggugat  mengajukan  gugatan  di  Pengadilan  Negeri

Simalungun ;
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Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan

diatas, kami mohon kepada Bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  ini  yang  amarnya

sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  pada

tanggal  8  Juli  2002  yang  telah  dilangsungkan  secara  keagamaan

Kristen dan telah diberkati di Gerja Katolik ST. PETRUS & PAULUS dan

telah didaftarakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Simalungun  dengan  nomor  1208-KW-08062015-0053,  tertanggal  15

Juni 2015 PUTUS KARENA PERCERAIAN.

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk

mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap kepejabat  yang berwewenang kedinas Pencatatan Sipil

Kabupaten Simalungun agar pegawai pencatat mendaftarkan putusan

ini kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebankan biaya perkara seluruhnya yang timbul akibat perkara ini

kepada Tergugat ;

Subsidair 

Apabila  ketua  Pengadilan  Negeri  Simalungun,  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa  serta  mengadili  perkara  ini  berpendapat  lain,  mohon  Putusan

yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  di  tentukan

Penggugat telah datang menghadap di persidangan,  akan tetapi  Tergugat

tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

mewakilinya,  meskipun  berdasarkan  risalah  panggilan  sidang  untuk

persidangan tanggal 8 Agustus 2024, tanggal 15 Agustus 2024, tanggal 22

Agustus 2024 dan tanggal 5 September 2024, telah dipanggil dengan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu

halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya  Majelis Hakim tidaklah perlu untuk

menunjuk seorang  Mediator  sesuai  Peraturan  Mahkamah AgungNomor  1
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Tahun  2016,  sehingga  persidangan  tetap  dilanjutkan  tanpa  kehadiran

Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan

dengan  pembacaan  surat  gugatan  yang  isinya  telah  diperbaiki oleh

Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan

dengan pembacaan surat  gugatan yang isinya tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  yang

pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar perkawinan Penggugat

dan Tergugat diputus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang,  bahwa berdasarkan hal  tersebut  diatas  maka Majelis

Hakim   perlu  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  tentang  pokok  gugatan

Penggugat apakah terbukti telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan

oleh Undang-Undang;

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 1208-KW-08062015-0053 tanggal

15  Juni  2015  yang  dikeluarkan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Simalungun,

selanjutnya  disebut  sebagai  ………………………………….……..………

P-1;

2. Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Sanggul Jakobus

Sinaga  dengan  Roma Juli  Sangkot  Manurung  tanggal  01  Juni  2013,

selanjutnya  disebut  sebagai  …………………………………………….…..

P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga No 1208010309080004 tanggal 15 Mei 2023

yang  dikeluarkan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Simalungun,  selanjutnya

disebut sebagai  P-3;

4. Fotocopy  KTP  atas  nama  Pemohon  Roma  July  Sangkot  Manurung,

selanjutnya  disebut  sebagai  …………….……………………………….....

P-4;
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5. Fotocopy KTP atas nama frans Sanggul  Jakobus Sinaga,  selanjutnya

disebut  sebagai  …………….……………………………….........................

P-5;

6. Fotocopy  Surat  Pernyataan  Cerai  tanggal  10  Nopembet  2021,

selanjutnya  disebut  sebagai  ………………………..

…………………………………….. P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-29062015-0101 atas

nama Jewa Anugrah Sinaga, selanjutnya disebut sebagai …………..…

P-7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-29062015-0100 atas

nama Jere Ifanka Sinaga, selanjutnya disebut sebagai …………….….. P-

8;

9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-29062015-0106 atas

nama Jelita Anggriani Sinaga, selanjutnya disebut sebagai ………….…

P-9;

Foto copy bukti  surat bertanda P-1 sampai  dengan P-9 telah dileges dan

sudah bermaterai  cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, lalu

bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat-surat

bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang,  bahwa  atas  kesempatan  yang  diberikan  kepada

Penggugat  untuk  mengajukan  Saksi,  Penggugat  mengajukan  Saksi

sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai

dengan agama dan kepercayaannya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi  Suharnita Damanik, dibawah janji  pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa  Saksi kenal  kepada  Penggugat  karena  Saksi  bertetangga

dengan Penggugat;

- Bahwa  Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan menikah

tahun  2002  dan  setelah  menikah  tinggal  di  Jalan  Bawal  Kota

Pematangsiantar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki tiga orang anak dari hasil

perkawinan;
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- Bahwa Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat/ mengalami kekerasan

dalam rumah tangga, Tergugat bersikap kasar dan jika bertengkar mau

menjambak rambut Penggugat dan memaki Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah seorang pegawai di  usaha kateringan dan

Tergugat  seorang  wiraswasta,  kadang  bawa  angkutan  umum  dan

kadang  menjadi  supir  pribadi  dan  Penggugat  jarang  diberikan  uang

belanja, Tergugat sering bersikap kasar dan merendahkan Penggugat,

apalagi ketika mereka masih tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;

- Bahwa angkutan tersebut adalah milik Tergugat sendiri;

- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi

disatukan  dalam  rumah  tangga,  sudah  banyak  cekcok  daripada

akurnya;

2. Saksi  Hotna  Sihombing,  dibawah janji  pada  pokoknya  menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan di gereja

Katolik ST. PETRUS & PAULUS PERUMNAS pada Tanggal 8 Juli 2002

dan sudah didaftarkan ke Dinas Catatan Sipil  dan setelah menikah,

Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah  orang  tua  Tergugat  di

Kisaran, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi di Kota

Pematangsiantar,  sampai  akhirnya  Penggugat  dan  Tergugat

memutuskan  untuk  hidup  mandiri/manjae dan  tinggal  di  salah  satu

rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di Jl. Angsana I no. 32,

Desa Nusa Harapan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dan

perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  telah  memiliki  tiga  orang  anak

bernama  Jawe  Anugrah  Sinaga,  Jere  Ifanka  Sinaga,  dan  Jelita

Anggriani Sinaga;

- Bahwa  sekitar  tahun  2006,  dimana  Penggugat  dan  Tergugat

memutuskan  untuk  pindah  ke  rumah milik  orang  tua  Tergugat  yang

terletak  di  Jl.  Angsana  I  no.  32,  Desa  Nusa  Harapan,  Kecamatan

Siantar, Kabupaten Simalungun, dimana Tergugat sering merendahkan
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Penggugat  dengan  mengusirnya  dari  rumah  tersebut  karena  rumah

tersebut rumah orang tua Tergugat, Tergugat juga sering memaki dan

berkata  kasar  serta  pernah  melakukan  kekerasan  fisik  terhadap

Penggugat,  serta  jika  Pengugat  terlambat  pulang  kerja  yang  mana

waktu  kerja  Penggugat  tidak  menentu,  maka  Tergugat  akan  marah-

marah kepada Penggugat dan puncak permasalahan antara Penggugat

dan  Tergugat  sekitar  tahun  2018,  Tergugat  melakukan  kekerasan

terhadap Penggugat,  dan Penggugat  melaporkannya kepada Kepala

Lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga Penggugat dan Tergugat

di mediasi di kantor Kepala Desa setempat, dimana hasil mediasinya,

Penggugat  beserta  anak-anaknya  memutuskan  untuk  meninggalkan

Tergugat,  lalu  pada bulan November 2021,  Penggugat  dan Tergugat

membuat  dan  menandatangani  surat  pernyataan  bahwa  Penggugat

dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik;

- Bahwa  Penggugat bekerja di salah satu usaha kateringan sedangkan

Terguat  wiraswasta yang membawa angkutan umum miliknya sendiri

dan terkadang menjadi supir pribadi;

- Bahwa menurut saksi bahwa baiknya Penggugat dan Tergugat bercerai

saja karena sudah tidak lagi bias membangun rumah tangga harmonis

dan damai;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dua orang bersama saksi

dan seorang lagi di Jakarta;

- Bahwa Tergugat  susah  memberikan  nafkah/  tidak  mau memberikian

uang belanja, dan jikapun memberikan uang belanja hanya Rp.20.000

(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang,  bahwa  Penggugat  untuk  menguatkan  dalil-dalil

Gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai P-9 dan Saksi

yaitu Saksi  Suharnita Damanik dan Hotna Sihombing, sedangkan Tergugat

tidak  mengajukan bukti-bukti  dan Saksi  karena Tergugat  tidak menghadiri

persidangan setelah dipanggil secara patut;
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Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam

berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-

hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM  

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  telah  disebutkan  dalam

pertimbangan duduk perkara bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan

tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap mewakili sebagai

kuasanya dan kehadirannya tersebut tanpa alasan yang sah meskipun telah

dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah

dan patut namun ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah sehingga

Majelis  Hakim  berpendapat  untuk  menjatuhkan  Putusan  di  luar  hadirnya

Tergugat tanpa melalui proses pemeriksaan secara contracditoir atau tanpa

bantahan dari pihak Tergugat;

Menimbang,  bahwa akibat  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  maka

Tergugat  dianggap  ingkar  menghadap  sidang,  oleh  karena  itu  Tergugat

dianggap  mengakui  sepenuhnya  dalil-dalil  Gugatan  Penggugat  dan

berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan persidangan dilaksanakan

tanpa hadirnya Tergugat serta diputus dengan Verstek;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat sudah bersandarkan pada

hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam

perkara ini  adalah bahwa  Apakah sebab Penggugat  mengajukan gugatan

perceraian dikarenakan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan

Tergugat,  dimana  Tergugat  selalu  merendahkan  Penggugat  dengan  cara

selalu mengusir Tergugat dari rumah, karena rumah tempat tinggal antara

Penggugat dan tergugat adalah milik orang tua Tergugat.
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Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  dahulu

apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) No. 1

tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa  “perkawinan

adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agamanya

dan kepercayaannya itu” serta ketentuan ayat (2) yang menyebutkan “tiap-

tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku”;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya,  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan

No 1208-KW-08062015-0053 tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan Catatan

Sipil  Kabupaten Simalungun dan Fotocopy Testimonium Matrimonii  (Surat

Kawin)  antara  Sanggul  Jakobus  Sinaga  dengan  Roma  Juli  Sangkot

Manurung tanggal 01 Juni 2013;

Menimbang,  bahwa  selain  berdasarkan  Pasal  2  UU  No.1  tahun

1974,  juga  menentukan  “tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan

perundang-undangan yang berlaku”, dan Lembaga Pendaftaran Perkawinan

sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut  adalah  dilakukan  di

Kantor Catatan Sipil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  tersebut  di  atas

diketahui  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melakukan  perkawinan

secara agama Kristen, dimana Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam

lembaga perkawinan yang sah yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil  Kabupaten Simalungun dengan Akta Perkawinan Nomor :

1208-KW-08062015-0053  tanggal  15  Juni  2015 (sebagaimana  yang

diterangkan dalam bukti surat  P-1), artinya antara Penggugat dan Tergugat

telah sah menjadi pasangan suami istri karena telah diikat oleh perkawinan

yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan

telah pula dicatat oleh lembaga perkawinan yang sah, dimana perkawinan

tersebut  juga  telah  diakui  oleh  Pemerintah/Negara,  sehingga  dengan
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demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat

dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkan tentang inti  pokok Gugatan Penggugat  apakah benar

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak

dapat dipertahankan lagi dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat

serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak-anak;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  Gugatannya  mendalilkan

bahwa  sudah  tidak  ada  lagi  kecocokan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

dalam berumah tangga  dikarenakan  Tergugat tidak menghargai Penggugat

serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak-anak, sehingga

maksud dan tujuan untuk membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan

bahagia selamanya sebagaimana tujuan suatu perkawinan yang diemban

dalam Pasal 1 UU No,1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin lagi

diharapkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran

Tergugat  ataupun  Kuasanya  di  persidangan,  maka  Tergugat  mengakui

sepenuhnya dalil Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-saksi  yang

diajukan  oleh  Penggugat  di  persidangan,  dimana  Perkawinan  Penggugat

dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara keagamaan Kristen

dan telah diberkati di  gereja Katolik ST. PETRUS & PAULUS PERUMNAS

pada Tanggal 8 Juli 2002 dan  perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Telah dicatatkan  oleh  Dinas Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  dengan

nomor  1208-KW-08062015-0053,  tertanggal  15  Juni  2015 dimana  hasil

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang Anak;

Bahwa  permasalahan  Penggugat  dan  Tergugat  bermula  sekitar

tahun 2006, dimana Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke

rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di  Jl. Angsana I no. 32, Desa

Nusa  Harapan,  Kecamatan  Siantar,  Kabupaten  Simalungun,  dimana

Tergugat sering merendahkan Penggugat dengan mengusirnya dari rumah

tersebut  karena rumah tersebut rumah orang tua Tergugat,  Tergugat  juga
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sering memaki dan berkata kasar serta pernah melakukan kekerasan fisik

terhadap Penggugat, serta jika Pengugat terlambat pulang kerja yang mana

waktu kerja Penggugat  tidak menentu, maka Tergugat akan marah-marah

kepada  Penggugat  dan  puncak  permasalahan  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sekitar  tahun  2018,  Tergugat  melakukan  kekerasan  terhadap

Penggugat,  dan  Penggugat  melaporkannya  kepada  Kepala  Lingkungan

tempat  tinggal  mereka,  sehingga  Penggugat  dan  Tergugat  di  mediasi  di

kantor Kepala Desa setempat, dimana hasil mediasinya, Penggugat beserta

anak-anaknya memutuskan untuk meninggalkan Tergugat, lalu pada bulan

November 2021,  Penggugat  dan Tergugat  membuat  dan menandatangani

surat  pernyataan bahwa Penggugat  dan Tergugat  sepakat untuk berpisah

secara baik-baik

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi satu rumah lagi dan

tidak  ada  hubungan  baik  lahir  maupun  batin  dan  Tergugat  juga  tidak

merubah sikapnya sama sekali, dengan demikian Majelis Hakim melihat hal

tersebut merupakan fakta adaya perselisihan dan pertengkaran atau cekcok

antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus menerus dan tidak

dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila melihat Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik Indonesia Reg No.  3180/Pdt/1985 pengertian cekcok yang terus

menerus  tidak  dapat  didamaikan  (onheelbare  tweespalt)  bukanlah

ditekankan  kepada  penyebab  cekcok  yang  harus  dibuktikan,  akan  tetapi

melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus

menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang,  bahwa  alasan-alasan  perceraian  yang  diatur  dalam

pasal  39  UU  No.1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  Jo  19  Peraturan

Pemerintah RI No.9 tahun 1975, yaitu:

1. Salah  satu  pihak  berbuat  zina,  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan

sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
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karena hal lain di luar kemampuannya;

3. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat

yang membahayakan pihak yang lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

6. Antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  dengan  menghubungkan  dalil  Gugatan

Penggugat,  dengan  bukti  surat  Yurisprudensi  Mahkamah Agung  Republik

Indonesia Reg No. 3180/Pdt/1985 dan dengan ketentuan pasal 39 UU No.1

tahun 1974 tentang Perkawinan Jo 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun

1975, maka  Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat  tidak  dapat  dipertahankan  lagi,  karena  tidak  ada  harapan  lagi

dipersatukan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan perkataan lain

Majelis  Hakim  berpendapat  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

dapat ikatan lahir batin lagi sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan

untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  sebagaimana

dimaksud  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang

Perkawinan,  tidak  tercapai  dalam  rumah  tangga  yang  dibina  melalui

perkawinan oleh Penggugat  dan Tergugat  tersebut,  maka oleh  karena itu

salah satu  alasan perceraian telah terpenuhi,  dengan demikian  Pengugat

telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat pada point 1

(pertama)  yang  memohon  untuk  menerima  dan  mengabulkan  gugatan

Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim

pertimbangkan  setelah  Majelis  Hakim  pertimbangkan  petitum-petitum

Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada point
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2 (dua) yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

pada  tanggal  8  Juli  2002  yang  telah  dilangsungkan  secara  keagamaan

Kristen dan telah diberkati di Gerja Katolik ST. PETRUS & PAULUS dan telah

didaftarakan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten

Simalungun  dengan  nomor  1208-KW-08062015-0053,  tertanggal  15  Juni

2015 PUTUS KARENA PERCERAIAN, adalah sah demi hukum dan patutlah

untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada point

3  (tiga)  Memerintahkan  kepada  panitera  Pengadilan  Negeri  Simalungun

untuk  mengirimkan  salinan  resmi  putusan  ini  yang  telah  mempunyai

kekuatan  hukum tetap  kepejabat  yang  berwewenang  kedinas  Pencatatan

Sipil Kabupaten Simalungun agar pegawai pencatat mendaftarkan putusan

ini kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkawinan  antara  Penggugat

dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan

Pasal  35  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo  Pasal  75  ayat  4  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia

Nomor  25  tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran

Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil,  Majelis  Hakim  memerintahkan  Panitera

Pengadilan  Negeri  Simalungun untuk  mengirimkan  salinan  putusan

Pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  di  tempat

perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat

didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Simalungun  untuk  mencatat  peristiwa  perceraian  tersebut  dimana  tempat

perkawinan  tersebut  dilakukan  agar  putusan  perceraian  ini  dicatat  dalam

register  atau  daftar  yang  diperuntukkan  untuk  itu  (vide  Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29

September 1987).  Dengan demikian petitum angka  3 (tiga)  tersebut patut

untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 4 (empat)

yaitu Membebankan biaya perkara seluruhnya yang timbul akibat perkara ini

kepada  Tergugat,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku, Tergugatlah yang harus dibebani membayar biaya
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yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar

putusan di bawah ini, maka Majelis Hakim juga mengabulkan petitum angka

4 (empat) Penggugat;

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  mengenai  petitum  angka  1

(satu) dari  Gugatan  Penggugat  oleh  karena  seluruh  petitum-petitum  dari

Gugatan  tersebut  dikabulkan  maka  sudah  menjadi  konsekuensi  hukum

bahwa petitum 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat

dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan,  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974

tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan

serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara sah dan patut  untuk

hadir di persidangan tetapi tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal

8 Juli 2002 yang telah dilangsungkan secara keagamaan Kristen dan telah

diberkati di Gerja Katolik ST. PETRUS & PAULUS dan telah didaftarakan

di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan

nomor 1208-KW-08062015-0053, adalah sah secara hukum;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal

8 Juli 2002 yang telah dilangsungkan secara keagamaan Kristen dan telah

diberkati di Gerja Katolik ST. PETRUS & PAULUS dan telah didaftarakan

di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan

nomor  1208-KW-08062015-0053,  tertanggal  15  Juni  2015  PUTUS

KARENA PERCERAIAN.

5. Memerintahkan  kepada  panitera  Pengadilan  Negeri  Simalungun  untuk

mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan

hukum  tetap  kepejabat  yang  berwewenang  kedinas  Pencatatan  Sipil
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Kabupaten Simalungun agar pegawai pencatat mendaftarkan putusan ini

kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp236.000,00 (dua ratus

tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan  Negeri Simalungun,  pada hari  Rabu,  tanggal  9  Oktober  2024

oleh kami, Widi Astuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F.D. Laia,

S.H.,  M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024

diucapkan  dalam  persidangan  terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim  Ketua

dengan didampingi  oleh Para Hakim Anggota tersebut,  Gartilan Marnaek,

S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan

tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota                                        Hakim Ketua

            

                          

Agung Cory F.D. Laia, S.H., M.H.                     Widi Astuti, S.H.       

    

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

                                          Panitera Pengganti,      

             

                                     Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

 
Perincian biaya  :          
1. Pendaftaran (PNBP) ....................Rp30.000,00;
2. Pemberkasan (ATK)……………..Rp100.000,00;
3. Panggilan.....................................Rp20.000,00;
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4. Biaya Panggilan………………….Rp66.000,00; 
5. Materai...........................................Rp10.000,00;
6. Redaksi..........................................Rp10.000,00;

Jumlah ………..............................Rp236.000,00; 
                             (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
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